= ?ENDAH‘U ﬂAN :
o agasan sssiem poimk- dan demohram
di. mdonasm pada bakekatnya tercantum.
dengan . jelns .didalam. Pembukaan UUD.
1945 dan . ; ada p&sai»pasal dalam . batanﬂ-j
tubuhnya_ Sila.keempat Pancas:ia -dalam.

pembukaan UUD 1943 dan pasal ; 1. ayat

{2)-dalam .batanyg mbuhnya telah -menun-
jukkan bahwa. negara. Indonesia. adalah

negara vang menganut asas kedaulatan
mkyat Dalam asas ini terkandung ansur
pohok bahwa setmp rﬁyat memiliki hak
unfuk ikui aktif ‘dalam kegiatan yang bf*r«
sifat ‘politk. Denﬁan demikian, neoara
Indonesaa adalah negam demoixmns SRS

Dahim melaks&nakm s:stem polmk ci.m
demikian, mnegara Indonesia adalah negara
demokratis inimenorut pasal..1 ayat .2
UUD- 1945 disebuikan:bahwa, sisiem yang
dianut adalah sistem demokrasi perwakilan
aftau -demokrasi. ttdak langsung, Ini di-
buktikan oleh adanya Jembaga-lembaga
negara: vaits MPR,*DPR -dan addnya par~-
tai-partai politik, ; '

“Mengenai demokrasi di Indonésia ieiah:'

dlsepftkm bahiwa, demokrasi yang dzpakai

adalah sxsiem Demokrasi Pancasila yang

secara wmum dan formal telah diator di

d'liam UUD 1945 yang termak{ub di atas.

J:ka Euta membicarakan tentang. szsic,m
De’nqkraﬁ Pancasila, maka yang maﬂj’ldi
masalah- adalah tentang perkembangan
demokrasi-ini dan bagaimana mengisi

Catharma Bewj Wuiansars

- patan ini dicoba -menggambarkan hake--
- katnya. sistem: polilik ~dan - demokrasi ‘di.:-

Indonesia  ditinjau dari. realitas, sistem:
politik dan demokrasi di Indonesia ditinjau -
dari realitas, tantangan: dan. pandangan .
dalam pembentukan bangs& N

SIS?EM POLR’HK DAN BEMOKR&SE
iNB@NESﬁA ; -

Sistem. polmk p‘sd'i !macé«:‘xinya dapat-:.
didefinisikan sebagai seperangkat interaksis,
yang. diabsiraksikan dari fotalitas perilaky :
sosial, melalni mana. nifai-nilai disebarkan -
untuk suatu masyarakat.: (David Easton, -
1965). Dalam: kaa lain sistem politik tak -
lain dalah, mekanisme seperangkat fungsi
ataw peranan dalam siruktur-politik dalam
huburgan saty sama.lain yang menunjukan
suatu proses yang Janggeng, Proses diar-.
tikan mengandung dimensi waktu, Strukfur .
diartikan semua aktifitas yang dapai diob-
servasikan -atau diidentifikasikan guna .
menentukan sistem .politik itu - sendiri.
(Rusadi. Kantaprawira, -1981),

Struktur politik dalam sistem politik -
dibedakan atas infra struktur politik dalam
sistem politik, Infra struktur politik adalah
struktur politik masyarakat/rakyat, suasana”
dalam kehidupan politik masyarakat/rakyat,
sektor politik masyarakat; sedangkan supra
struktur -politik - adalah struktur politik
pemerintahan, sekior pemerintahan, sua-
sana pemerintahan (Gabriel A, Almond &-
James.S. Coleman,. 1860)

memprakiekkan apa .yang terkandung di
dalamnya ke dalam beniuk amal perbuatan
dan tingkah laku politiknya. Pada kesem-

Dengan demikian berbicara tentang
suatu sistim politik berarti kita telah ber-
bicara tentang kehidupan politik masya-
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rakat dan kehidupan politik pemerintah. =
Sedangkan kehidupan politik masyarakat -
itu pada hakekainya tidak dapat dipisahkan -
dari perifautan hubungan yang -eraf dcngan g
masyarakat itu -sendiri, mengingat kehi- .
dupan politik masyarakat tidak ada jika
masyarakat sendiripun tidak ada. Dan™
dengan sendirinya kehidupan politik ‘ma~

syarakat mempunyai pertautan hubungan
dengan kehidupan politik pemerintah atau
demikian sebaliknya.

Dalam pertautan hubungan iin fadi,
mana yang lebih kuat pengaruhnya tergan-

tung kepada beberapa ‘fakior ‘yaitu (a) -

kondisi sosial-budaya -masyarakat; “(b)
ajaran‘yang ‘dianut masyarakat dan negara;

{c) karakteristik pemerintah sebagai pe-

megang dan pelaksana kedaulatan.

Dari, sgjarah sistem politik dan. de-
mokrasi di Indomesia dilema yang di-
hadapt selalu berkisar masalah pluralisme
kondisi ‘sosial-budaya masyarakat yang
diwarnai oleh adanya perbedaan dalam
kebudayaan, politik, ideologi, kedaerahan,

"primordial attachments” dan agama dari-.

pada -adanya perbedaan kepentingan atau
kehendak “sosial-ekonomi. 'Sebagaimana
dapat “dilihat dari pengalaman politik
Indonesia selama ini, pluralisme demikian
lebih banyak mendatangkan ketegangan
politik, pertentangan ideologi, rasa sen-
timen kedaerahan, atau perselisihan agama
daripada merangsang berkembangnya sualy
sistem politik yang dapat menyelesaikan
persoalan-persoalan masyarakat secara de-
mokratis, sehat dan wajar. Periode vang
demikian dalam sejarah sistem politik di
Indonesia dikenal dengan sistem politik
demokrasi-- liberal dan s:stem politik
demokrasi terpimpin.

Dilihat dari hal di atas, maka masalah
perkembangan sistem ‘politik dan de-
mokrasi di Indonesia sebagion terganiung
dari kemampuan untuk merubah atau
menghilangkan sifat-sifat ataw ciri plu-

ma Lo,

“ketengahkan turut mempengaruhi proses
.perkembangan sistem politik dan de-
‘mokrasi: di Indonesia adalah perbedaan
-sikap.yang menyolok antara harapan yang
tinggi dengan kenyataan yang ada dan
' dapat dicapai, Menurut seorang ahli politik
‘Indonesia Herbert Feith, dipermulaan
“tahun® 1955 banyak orang yang mempunyai

harapan térlalu tnggi akan hasil pe-

‘milihan umum yang disclenggarakan unfuk

pertama kalinya itu, yang seolah-olah da-
pat menyelesaikan kemelut pelik dalam

politik yang dihadapi pada masa itu. Akan -

tetapi kenyataannya tidaklah demxk:an
sehingga hal ini ménimbulkan rasa kecewa

dari beberapa kalangan yang kemudxan'
mengalir kesangsian terhadap sistem po-
litik “dan demokrasi yang dualankan'

Kondisi yang demikian menimbulkan kri-

-

sis-politik yang tajam bahkan menim-"

butkan rasa kelesuan yang dalam terhadap

gistem politik dan demokrasi.

‘Lahirnya order baru setelah gagalnya

Coup D’etat G30S/PKI pada tanggal 30
September 1965, penataan sistem politik
dan demokrasi. di Indonesia arahnya

semakin jelas. Supra struktur politik atau

sistem organisasi pemerintahan dapat men-

jalankan mekanisme yang benar seperti
yang ditetapkan di dalam UUD 1945, dan
masing-masingnya telah berfungsi pada
proporsinya yaity MPR, Presiden, DPA,
DPR, BPK dan Mahkamah Agung. Se-
dangkan kedudukan dan hubungan kerja
telah diator dengan tegas dan jelas di
dalam ketetapan MPR No. LII/MPR/1978.
Tentang Pemilihan Umom anggola-anggota
Badan Permusyawaratan - /Perwakilan
Rakyat diatur dalam UU No. 1 tahun 1985
{sebagai pengganti diubahnya UU No, 15
tahun 1969, UU No. 4 tahun 1975 dan UU
No. 2 tahun 1980). Mengenai susunan dan
kedudukan MPR , DPR, dan DPRD diatur
di dalam UU No. 2 tahun 1985 (sebagai
pengganti diuvbahnya UU No. 16 tahun
1969 dan UU No. 5 tahun 19735). Sedang-

L% A

2000 Fenm e oot . snimbrmanmlenm 2
raliame-yang-hurane-menzuntunshan-da
lam sistem politik dan demokrasi di Indo-
nesia,

Di samping itu faktor lain yang di-
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' DEMOKRASI Di INDONESIA

Usaha daiam meiai«csanakaﬂ pcmba---

ngunan nasaonal masalah - yang . :mungkin
timbul dalam s;sten"

dan:politik. Dissatu-pihak mementingkan
pemecahan. masalah. vang .dihadapi :secara

rasional ' dan- obyektif di Jain pihak diha--
dapkan-dengan kenyataan untuk membang- -

kitkan. solidaritag- dan  partisipasi: masya-

rakat. secara sunguh- sungguh emotlf dar

menyelumh

Untuk yan pcrﬁama dikehendaki has-"

rat untuk mciancaxkan pembangunan eko-
nomi- yang memerluk‘m pemikiran” dan

pcmia:an yane obyektif dan rasional, ada-___
nya ‘birokrasi yang efisien, penempatan
;‘)ara ahh yang sesuai dengan bidang keca-~

kapannya, sérta kemampuan menggmnaknn

pengetahuan-pengetahuan teknis, Hal se-

perli i sering discbut sebagal ”The prob»'

lem solving task” ‘dari suatu proses pemi-
bangunan. Kedua, dikehendaki kcperluan”
untuk ‘meningkatkan rasa kesatuikatan an-
fara seorang anggota masyarakat dengan,
anggota masyarakat Eamnya sebagm salu

bangsa. Rasa sama-sama ierikal ke dalam
suatn ‘unit ‘politik  yang sama disertai de-
ngan pemberian loyalitas politik tertinggi
terhadap unit tersebut . Untuk merangsang
partisipasi masyarakat, inilah kiranya yang

' -bahwa ‘antara aspek ekonomi dan p

- demokrasi-sangat. sensmf terhadap tmgkat w

=politik <dan..de--
mokras: di ‘Indonesia ad'ﬂah Lesenjangan_
antarg; pembmgunan di--vidang-ekonomi-

Dengan demkan dapat dlmengem

memiliki pautan-hubungan yang erat. P

D engan dennk: an pa da masa pemc-...f ngalaman Presiden Sukarno memberi bukti

rmtahan orde’ baru ini: penataan ‘sistem™
poimk dan demokrasi- d1 Indonesia sema»]_
kin mendapatkan arah: yang Je!as datam:
usaha - pencapamn w_m:m dan ke
pemmgan nasional : ‘yang: d:dambakan dan:
sekaligus dalam saha:pembentukan: bang=:
‘yang kokoh kuai lerh:ndar dari per—"

bahwa ‘pemusatan: perhatian yang berlebihs: .
Iehihan di ‘bidang politik tanpa memikirkan
kesenjangan, ekonomi yang: membxarkanl}_
keadaan. el\onoml “semakin ‘memburu
berakibat' buruk ke dalam  sistem polmk
dan.demokrasi pada saat itu. Oleh karena:
it daya !ahan ‘suatu;:sistem: politik dan

keserasmn aniara Ledua aspck uu

Semakm senjang atau ixumng serasmya__;_

'hubun;,an antara kedua ‘aspek ilu semakin

besar pula’ kemungkman sistem po!xixk dan
denokrasi ity mendapat_gangguan dan.
i\esukm’an Bxiam;ma oanuguan itu deml-
kian - besar an{:amannya bukan txdak.
mungkm mengak:batkan beaakhlrnya Le-"f
hadiran sistem ‘politik dan demokrasi ity
Dan hal 1n11ah yang iqranya dapat menjadi":
masalah dalam sisiem politik dan me-
kanisme demokrasi di Indonesia. Oleh Aa-_
rena itu sistem politik yang 1deal untuk’
Indenesxa adulah sebuah sistem yang mem-
punyal mekamsme yang dapat menyera-
sikan aspek ekonomi dan politik di afas
sesempurna mungkin, Secara ideal pula
mekanisme tersebut Kita bayangkan seba-__

.gzu mekamsme demokms: Pancasxia

PENDIDIKAN POLI'IIK / DALAM'_'
PEMBENTUKAN BANGSA |

‘Untuk mengisi dan mempraktekkan apa
yang terkandung di dalam demokrasi pan-:
casila ke-dalam:bentuk amal perbuatan dan
tingkah Jaku politik itu tidaklah mudah:
karena -antara lain ia memerlukan suatu
penghayatan, Penghayatan itu sendiri me-!
merlukan suatu proses sosialisasi ‘atay

- proses.pendidikan politik yang tentunya’

memerlukan waktu. Dengan demikian je-.
laglah kiranya bahwa perkembangan de-
mokrasi di Indonesia ditinjau dari segi ini:
rupanya banyak tergantung pada lancarnya’
aiar tidaknys proses nendidikon.pelitike

I T, N 3 L AR ) 3 x
LTS PR DU T T OB ES T G -

bangunan yang sering disebut sebagai "the
solidarity building task of development”.

AT

(Alfian, 198 i}.

Sejalan dengan itu salah sate hal yang
mungkin banyak mempengaruhi ialah per-
buatan dan tingkah laku orang-crang afau
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1emb a—__lcf:mbaga yang mempunyal penga—

151{1 pendidnkan polmk im uada hﬁn.r
-adaiah pemahaman.: pelitik -atau: pema--
haman ‘aspek-aspek politis dari setiap:-per-
'masalahan :Dan pemahaman’ politik ber--
arti: pemahaman konflik, Banyaknya kon- -
flik dalam- masyarakaa ituidisebabkan :ada-
nya: konircwerm, perbedaan pikiran.dan.

tindakan  manusia dalam ‘bermasyarakat. Di

samping: it juga dmcbabkan oleh-adanya
- persamaan keinginandan- “tingkah - lakus

sehmgga memunculkan banyak persaingan,

'kompetxsx dan konflik.” Maka hidup ber-
masyarakat it adqhh lndup di, {cngdh'
banyak dimensi konflik dan ketegangan.
Sedangkan ‘berbuat poht:& berarti_mem- .
‘pengaruni dan xkui mcng'amb}i kcputusan_

di tengah medan. polmk dan pcrﬁa:ung‘m

konflik-konflik_tersebut. _Pendidikan politik

dindakan uniuk memperszapkan (a) kader-

kader pohtsk yzmg mampu berfungm dalam'
pcrtanggungan politik; (b) untuk menda-

patkan penyelesaian polmk (c) sesuai

dengan konsep politik yang telah dxtemp-__
kan, Se]anjuinya pendld;han polmk itu,

mcrupakan proses. mempenaaruhi individu

agar ia mendapatkan informasi, wawasan,

dan’ ketrampﬂan politik;, sehmgga Sanggup
bersikap_ kritis, dan 1eb1h intensional agar
arah h1dupnya juga bisa menjadi warga
negara yang lebin mantap, tidak terapung

tanpa bobot dan tanpa pengarahan di. ie-.

ngah kancah politik. Selanjutnya ia
sanggup mendapatkan reorientasi terhadap

keadaan sendiri dan-kondisi ‘lingkungan--

nya. Dengan-demikian pendidikan politik

mendorong orang untuk melihat diriisen-
dirt ‘dan:lingkungannya ‘dengan cara lain,
Ialu berbuat lain; menuju pada ekskalasi.

diri:dan peningkatan taraf hidup masyara-
katnya. Maka dapat dipahami bahwa pen-
didikan politik menentukan dalam pemben-
tukan-bangsa, oleh: karena itu pendidikan

politik sifatnya tidak ‘boleh indokirinatif.

Sebab pendidikan yang indokirinatif me-

nyebablan orane meniadl kakya fanatil
g -+

. dan’ asp:ras; umum,’ Eika pendidak'm po

yang dihadapi; juga meneniang kehendak : :'_ ;

dilakukan denazm baik dan ‘sisiematis,.
ka bisa ditambuhkan kekuatan-kekuamn
kontra syang -demokrasi: dan: positif;: ya;(u.
merupakan kekuatan: yang: krisis- meiawan:._
situasi- kondisi -yang -tidak - sehat,: tidaks
mantap, dan tidak wajar, kemudidn-orang
berusaha menciptakan :iklim yang lebih=
demokratis, dan membuai” kondisi- sosial+
men;ada ieb:h baik- Iagl (Kariam Kartono :
1989). o

Oleh karena itu dalam konteks tersebuf -
di atas, maka pendidikan politik di Indo-
nesia dapat dmyatakzm seb'lg'u ranvkman"_'.
upaya edukaiif vang sistematis dan inten-
stonaluntuk - memantapkan ' kesadaran
politik -dan :kesadaran ‘bernegara, dalam>
menunjang kelestarian Pancasila dan UYL
1945 sebagai falsafah hidup serta landasan:
konstitusional; juga merupakan upaya:
pembaharvan -kchidupan politik bangsa®
Indonesia  dalam 'rangka tegaknya “satu-
sistem politik yang demokralis, schatidan
dinamis. Pendidikan politik dalam bahasa
edukatif dapat dinyatakan; (a) pendidikan:
politik merupakan upaya belajar dan.la--
tihan untuk mensistematikan aktifitas so-
sial, dan pembangunan ke‘najlkan terhadap
sesama di suatu ~wilayah negara; (b) pen-
didikan politik itu identik dengan pem-
bentukan Chafa nurani politik yang,. di
dalamnya secara 1mpizsxt mencakup per-_f
tanggung jawaban etis terhadap sesama
warga negara; {c)} pendidikan poimk_
menumbuhkan skeptisisme politik dan ke-.
arifan wawasan polmk mengenai semupga
jaringan politik; (d) pendidikan poim}g
mendorong orang untuk melakukan per-
baikan terhadap 3ar;ng‘ananngan kemqsya-
rakatan; (e) pendidikan politik memba-
has konflik-konflik politik yang akiual.
(Kartini Kartono; 1989). .

Landasan pokok ‘yang dipakai dalam
melaksanakan pendidikan politik “ialah’
Pancasila, UUD 1945, GBHN dan Sumpah
Pemuda 19289, Khusus bagi generasi muda-

sempit pandangan; mentalnya menjadi
dungu dan kacau, sebab perilakunya sering
meneniang hati nurani sendiri dan realifas
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sia ialah : (a) membangun generasi muda
Indonesia yang sadar politik dan sadar




' ligkadi

_ akan kehxdup:m berbanosa .dan bernegara
) 3'j'berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; (b)
_- sebagzn salah satu usaha untuk memba- .

' CRgun;: manusia Indonesia seu:uhnya vang
_.perwujudannya tersermin dalam sejumlah
sxi‘ai wadah kepnbadmn Indonesia.

.PENH}TUP

- T Jam seliap membahas tentang sistem
fpohnk‘_ dan’ dcmokm'gl di anones:a maka
kita tidak® dapai memisahkan bangsa itu
: ':dan per;alanan scjaran’ pohnk yanﬂ ierjadi
di ‘Indonesia. Oleh karena itu sistem po-
.Indonesm ini: dapat d;kenal -dari
pedxode scjarahnya yaitu; periode sistem
- politik demokrasi liberal, sistem politik
demokrasi’ te:pxmpm ‘dan’ szstem politik
demokms; Pancasila. Sistem politik di In-
done_sm mengandung ‘makna sebagai sistem
politik ‘yang ‘berlaku “ataun sebagai mana
adanya di Indonesia, baik dari keseluruhan
proses.yang utul maupun sebagian saja. la
juga merupakan sistem politik yang Ji-
Mteﬂonkan serta berfungsi schagai meka-
nisme pohtd\ dan demokrasi ‘di Indonesia.

Untuk mengisi demokrasi dan memprak-

iekkan ke dalam amal perbuatan dan ting-
kah Taku. . politik tidaklah. sesederhana pe-
nyampaianaya, karena ile membutahkan
antara 1ain suatu penghayatan, suatu proses

__sosxahsas; -atau suatu proses pendid&an,-_r.--
. > politik. Penganutan paham demokrasi, khu- -

susnya di Indonesia berdasarkan Pancasila

- dan UUD 1945 membawa pengaruh pene-.
rapan secara konsekuensi asas-asas de- -

mokrasi di segala bidang kehidupan. Se- -
dangkan iklim demokrasi memberikan ke- -
majuan, kemudahan dan pembangunan,
Namun ia juga memberi :dampak- peru- -
bahan, guncangan, ketidakpuasan seria

kemungkinan-kemungkinan « ‘baru '
dapat dilakukan: atan. diharapkan terjadi-
nya. Demokrasiiitu jugsa membawa kon-

-sekuensa lebuhijauh yaitu ‘demokratisasi

pribadi, dan demokratisasi struktur kema-
syarakatan. ‘Sebubungan dengan itu -pen-
didikan politik bukan -hanya ‘diarahkan
kepada upaya dapat ikut merubah sikap-
sﬂ\ap politik individual saja akan telapi
juga memberikan sumbanuan kcpada pem-
baharuan sistem politik, serta iembag'l
poimk dan’ perubahan struktur masya—
rakatnya.

Penulis adalah dosen Hukum Adai i
dan IE Sosiologi, Hukum EVarw,
Hukum - Sosial, Dasar Xetrampilan
Hukum, Perancangan Hukum di Fakul-
tas Hukum Universitas Katolik Para-
hyangan, Bandung., ' '
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